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ABSTRACT

“The Activity of [and registry for the first tme is W yiekl the prool of rights in the form of a
certificale, A cortificate represents o copy of hook of land, ground and letter of measurement
conlaining the physical and legal duta. A cestificate puhlished 1w guarantee the cerniny of
law. law protection. as well as w prove somebady as a right holder. The veriltcation of the
certficate is o mneans of the evidence which does not have the ahsolute and strong character.
The party hurmed by the publishing of a certilicate can ring u certifivute cancellation lawsuit to
the vouet for w jusiice,

Kauta kunct; Sertifikat, Hak Atas Tanab,
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PENDAHULUAN

Salith satu tyjuan diundangkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Po-
kok-pokuk Agraria, atau yang le-
bih dikenal dengan sebutan Un-
dang-Undang Pokok-pokok Agra-
riz (UUPA} adalah “'meletakkan
dusar-dasar untuk memberikan ke-
pastian hukum mengena: hik-hak
atas tanah bagi rakyal seluruh-
nya". Cara untuk mewujudkan ja-
minan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah dapat dilaku-
kan melalus pendaftaran tanah.

UUPA menelapkan yang ber-
kewqjiban mengadakan pendafiar-
an tanah, adalah:

' Staf Pengajor Fokultas Hukum Universitas
Adrlanpea Surabaya.

|. Pemerintah mengadakan pen-
dafraran ranah di seluruh wila-
yah Republik Indonesia yang
bertujuin menjamin Kepastian
hukum.

2. Permilik tanah, pemegang Hak
Guna Usaha (HGU), dan pe-
megang Hak Guna Bangunan
(HGB) berkewgiban  untuk
mendattarkan hak atas tanah-
nya.

Kedua pihak tersebuat di atas lelah
dijarnin ofeh undung-undang, un-
tuk mendaftarkan hak alas tanah
yang dimilikinys. Tujuannya ada-
lah agar terjadi kepastian hukum
tentang status  kepemilikan  hak
atas tanah tersebut serta melin-
dungan secara bukum pihak yang
berhak atas tanuh tersebut.
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Sifat pendaftaran tanah yang
diselenggarakan pemerintah ber-
dasarkan UIUPA adatah Rechis-
cerefuster yaitu pendaltaran tanah
vang berigjuan memberikan  ja-
minan  kepastian hukum.  bukan
Fiseaalvaddster yaitu pendaftaran
tanab yung bertujuan menetapkan
wiarib pajak aras tanah.

Pasal 12 Avat (1) UUPA me-
netapkan bahwa pengaturan lebih
lanjut tentang pendaftaran tanah
diatur dengan Peraturan Peme-
rintah. Peraturan Pemerintah yang
dimaksudkan adalah Peraturan Pe-
merintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah (PP 10
tahun 1961). Sejak tanggal 8 Juli
18597 PP tersebut dinyatakan tidak
berlaku lagi oleh Peraturan Peme-
rintah Nomor 24 Tahun 1997 ten-
tang Pendaftaran Tanah {Lembar-
an Megara Republik  Indonesia
Tuhun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik indo-
nesia Womor 36961,

Menurut Pasal 1 angka 1 PP
No. 24 Tuhun 1997 pendaftaran
tunah adalah rangkaian kegiatan
vang dilakukan oleh Pemerintah
segara terus menerus, berkesinam-
bunpan dan leratur, meliputi pe-
ngumpulan. pengolahan, pembu-
kuan, dan penyajian serta pemeli-
haraan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, me-
ngenai bidang-bidang tanah dan
saluan-satuan rumahb sasun, ter-
masuk pemberian surat tanda buk-
i haknya bagr bidang-bidang ta-

nah yang sudah haknya dan hak
milik atas satwan rumah  susun
serta hak-hak lertentu yang mem-
tebaninya.

Pendaftaran tanah discleng-
rarakan oleh Badan Pertanaban
Nasional (BPN). Dalam rangka
penyelengaraan pendaflaran  ta-
nah, tugas pelaksanaan pendaf-
taran tanah dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanazhan  Kabupaten/-
Kota, kecuali kegiatan-kegiatan
tertentu ditugaskan kepada pejabat
lain.

Menurut Pasal 9 PP. No. 24
Tahun 1997 obyek pendaftaran
tanah meliputi Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangun-
an, Hak Pakai, Tanah Hak Penge-
lolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik
Atas Satwan Rumah Susun, Hak
Tanggungan, dan Tanah Negara.
Kesemua hak atas tanah itu dapat
dimohonkan ke Badan Pertanahan
Nasional, namun harus sesuai
dengan riwayat atau asal-usul
kepemilikannya. Ini berarti bawa
pihak pendaftar hak atas tanah
tidak memiliki wewenang untuk
mendapatkan  status  hak  tanah
yang diinginkannya, karena hal itu
sangal bergantung pada asal hak
atas tanah sebelummya.

Sistem pendaftaran tanah yang
digunakan oleh PP No. 24 Tahun
1997 adalah sistem pendaftaran
hak (registration of titfes), bukan
sistem  pendaltaran akta fregfs-
tration of deeds). Sistem pendaf-
taran hak nampak dengan adanya
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huku tanah sebagai dokumen yang

memmuat data fisik dan data yuridis

yvang dihimpun dan disajikian sefa
diterbitkannya sertipikat sebagai

surat tanda bukn hak yang di-

duftar  {Boedi Harsono, 20K13:

484).  Dalam pendafturun akia.

vang didattar bukan haknya. me-

lainkan pustru aktanya yang didaf-

Lar, yaitu dokumen-dokumen yang

membuktikan diciptakannya hak

vang bersangkutan dan dilakukan-
nya perbuatan-perboatan  hukum
mengenai hak tersebut kemudian

(Boedi Harsono - 2003, 74).
Kegpiman pendaftaran tanah

dibagi menjadi 2 (dua) (Pasal 12

PP No. 24 Tahun 1997), vaitu :

I. Kegiatan pendafltaran  tanah
untuk pertama kalf (Opzer atau
Initied repistration). Kegiatan
1w dilaksanakan melalui pen-
daftaran tanah secara sistema-
tik dan pendaftaran tanah se-
cara sporadik.

2. Kegatan pemeliharaan  data
pendaftaran tanah (Bifhouding
araw Maintenance). Kegiatan-
nya meliputi pendaftaran pera-
lihan dan pembehanan hak
serta pendafiaran  perubahan
data pendaftaran tanah [ain-
nyd.

Dalam Pasal 19 Avyat {2) huruf
¢ UUPA dinyatakan bahwa akhir
kegiatan pendaftaran tanzh yang
dilakukan oleh pemerintah adalah
pembenan sural tanda bukti hak
yang berlaku sebagai alat pem-

.

SERTIFIKAT SERACAS
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buktian wang kuat. UUPA tidak
menyehut nama surat tanda bukti
hak atas tanab yvang didaftar, Na-
ma surat tanda bukti hak scbagai
produk akhir dari kegiatan pen-
daftaran tanah untuk pertama kali-
nya adaltah sertipikat.

Salah satu tujuan pendaftaran
tanah, sehapgaimana ditetapkan da-
tarm Pasal 3 PP di atas adalah un-
tuk membernikan kepastian hukum
dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang
tanak, satuan rumah sosun dan
hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membukti-
kan dirinva scbagal pemegang hak
vang bersangkutan, Untuk mem-
berikan kepastian hukum dan per-
lindungan hukum, kepada peme-
gang hak yung bersangkutan dibe-
rikan sertipikat sebagai tanda buk-
ti hak.

PERMASALAHAN
Berdasarkun uraian pendahu-

luan i atas, permasalzhannya

dapat dirumuskan sebagai berikut:

L. Apa sifat pembuktan sertipi-
kat schagai tanda bukti hak
atas tanah !

2. Apakah sertipikat hak atas fa-
nah  yang sudah diterbitkan
aleh Kantor Pertanahan tidak
dapat digunggu gugat ?
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MACAM-
MACAM, DAN MANFAAT
SERTIPIKAT

Kegiatan pendaftaran tanah un
tuk pertarma kalinya menghasilkan
surat tunda bukti hak. yang berupa
sertipikat, Sertipikat adatah surat
tanda bukti hak sebagaimana di-
raksud dalam Pasal 19 ayat (2}
huruf ¢ UUPA untuk hak atas ta-
nah. hak pengelolaan, tanah wa-
kaf, hak milik aras satuan rumah
susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudab  dibukukan
dalatn buku tanah yang bersang-
kutan.

Sertipikat hak atas tanih seba-
gar hasil akhir proses pendaftaran
tanah berisi data fisik (keterangan
tentang letak, batas, luas bidang
tanah. serta bagian bangunan atan
bangunan yvang ada di atasnya bila
dianggap perlu), dan data yuridis
(keterangan rentang status hukum
bidung tanzh dan satuan rumah
susun vang  dedaftae. pemegang
hiknya, dan hak pihak lain, serta
beban-beban lain yang membe-
baninya). Essensi sertipikat hak
atas tanah adalah tanda bukti hak
atas  bidang tapah yang berisi
salinan buku tanah yang memuat
data fistk dan data yuridis, dan
surat ukur yung memuat data fi-
stk

Maksud diterbitkan sertipikat
dalam kegiatan pendaftaran tanah
wituk pertama kali adalah agar
pemepang hak dengan mudah da-
pat membuktikan bahwa dirninya

A,

schbagal pemegang haknya, men-
dapatkan jaminan kepastian hu-
kum dan perlindungan hukum.
Sertipikat diterbitkan untuk  ke-
pentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data
fisik dan data yuridis yang telah
didaftar dalam buku tanah. Serti-
pikat diterbitkan oleh Kantor Per-
tanahan Kabupaten/Kota.

Ada bermacam-macam serli-
pikat berdasarkan obyek pendaf-
taran tanah yang diatur dalam PP
No. 40 Tahun 1996 dan PF No. 24
Tahun 1997, yaitu:

a. Seripikal Hak Milik.

b. Senipikat Hak Guna Usaha.

¢. Sertipikat Hak Guna Bangun-
an atas lanah Negara.

d. Sertipikat Hak Guna Bangun-
an atas tanah Hak Pengelola-
an.

e. Sertipikat Hak Pakai atas ta-
nah negara.

f. Sertipikat Hak Pakai alas ta-
nah Hak Pengelolaan.

g. Sertipikat tanah Hak Penge-
lolaan.

k. Sertipikat Wakaf tanah Hak
Milik.

i.  Sertipikat Hak Milik Atas Sa-
tuan Rumak Susun,

j. Sertipikat Hak Milik Atas Sa-

rman Non Rumah Susun {Non
Hunian).
k. Sertipikat Hak Tanggungan.
Hak atas tanah yang tidak
diterbitkan sertipikal, telapi hanya
dicatat dalam Buku Tanah dan
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sertipikat - Hak  Milik vang

bersangkutan, adalah -

a. Hak Guna Bangunan atas ta-
nah Hak Milik.

b. Hak Pakai atas tanah Hak

Milik.
¢ Hak Sewa Untuk Bangunan.

Jaminan kepastian hukum da-
lam pendaftaran tanah, meliputi
kepastian status hak atas tanah,
kepastian subyek hak atas tanah,
dan kepastian obyek hak aas ta-
nah, Jaminan perlindungan hukum
dalam pendaftaran tanah, adalah
pemtlik sertipikat dapat memper-
tahankan hak atas tanahnya dari
gangguan atau gugatan dari pthak
lain.

Manfaat vang diperoleh de-
ngan diterbitkannya sertipikat di-
kemukakan oleh Maria S.W. Sy-
mardjone yaitu sertipikat membe-
rikan  mantaat, misalnya dapat
mengurangi kermungkinan timbul-
nya sengketa dengan pihak lain,
memperkual posisi tawar mena-
war apabila hak atas tanah diper-
Jukan pthak lain untuk kegiatan
pembangunin, sertz mempersing-
kat proses peralihan serta pembe-
banan hak atas tanah. Bagi peme-
gang hak atas tanah, memiliki
sertipikat mempunyal nilai lebih.
Sebab, dibandingkan dengan afut
bukti tertulis lain, sertipikat meru-
pakan tanda bukti hak yang kuat,
Artinya, harus dianggap sebagai
benar sumpat dibuktikan schalik-

SERTIFIKAT SEEA AL
FANDA BUKTT HAR ATAT TANAT

nva di pengadilan (Maria §.W.

Sumardjono, 2005: 202).
Sertpikar hak atas tanah yang

diterbitkap oleh Kantor Pertanah-

an  Kabupaten/Kota  mempunyai
manfaar;

a. Pemegang hak vang namanva
fercantum datam sertipikat da-
piat dengun mudah membukti-
kan dirinya sebagai pemegang
haknyu.

b Memudahkan  dalam  proses
peralthan, pembebanan, dan
hapusnya hak atas tanah.

¢ Nilai tanah menjadi lebih ting-
gi hika hak atas tanah tersebut
dialihnkun kepada pihak lain
maupun hak wtas tanah terse-
but dibebani dengan hak tang-
gungan.

d. Terwujud tertih administrasi
pertanahan,

IV.SISTEM PURBLIKASI DALAM

PENDAFTARAN TANAH

Di dalam pendaftaran tanah
dikenal 2 tdua) macam sistem
publikasi  pendaftaran  tanah,
Yaitu :
1. Sistem Publikasi Positif

Menurut  Effendi  Perangin,
yung dimauksud dengan sistem pu-
blikasi positit dalam pendaftaran
Lanah, yaitu apa yang terkandung
di dalam buku tunah dan surat-
surid tanda bukti hak yung dike-
uarkan merupakan alat pembuk-
tian yang mutlak, Artinya pihak
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ketiga vang bertindak atus bukti-

buktr tersebut di atas, mendapat-

kan perlindungan yang mutlak,
biarpun kemudian hari ternyata

Keterangan yvang tercantum di da-

lumnya nidak henar. Bapi mereka

yung dirugikan  akan mendapat
kompensasi dalam bentuk yang

lain (Effendi Perangin, 1989: 97).
Lekhih Janjut dinyatakan oleh

Ane 5. Hutagalung, dalam pen-

daftaran tansh yang menggunakan

sistem publikasi  positif, orang
yang mendaftar sebagai pemegang
hak atas tanah tdak dapat digang-
gu gugat lagi haknya. Dalam sis-
tem 1ni, negara sebagat pendaftar
menjaumin bahwa pendaftaran ta-
nah yung sudah dilakukan adalah

benar (Anie 5. Hutagalung, 2005:

834).

Ciri-ciri sistem publikasi pos:-
tif dalam pendattaran tanah, yaitu:
a. Sistem  pendaftaran  tanah

menggunakan sistem pendaf-

taran hak {registravion of H-

Hes).

b. Sertipikat yang diterbitkan se-
bagul tanda bukti hak yang
bersifat mutlak, yaitu data fi-
sik dan data yuridis yang ter-
cuntum dalam sertipikal tidak
dapat diganggu gugat serta
memben  kepercayaan  yang
mutlak pada buku tanah.

c. Negara pendaftar  menjamin
bahwa dwta fistk dan data yu-
ndis dalun pendaftaran tanah
acdalah benar.

d. Pihak ketiga yang mempero-
leh tanah dengan itikad baik
mendapatkan perlindungan
hukum mutlak.

¢. Pihak lain yang dirugikan atas
diterbitkannya scrtipikat men-
dapatkan kompensasi datam
bentuk yang lam.

f. Dalam pelaksanaan pendafiar-
an tanah membutuhkan wikiu
yang lama. petugas pendaftar-
an tanzh melaksanakan tugas-
nya dengan sangat teliti, dan
biaya yang relalif lebih besar.

2. Sistern Publikas) Negatif

Menurt Sudikno Mertokusu-
mo, dalam sistemn negatif, sertipi-
kat yang dikeluarkan merupakan
tanda bukti hak atas tanah vang
Kuat, artinya semua keterangan
yang terdapat di dalam sertipikat
mempunyai kekuatan hukum dan
harus ditenima sebagai keterangan
yang benar oleh hakim, selama
tidak dibuktikan sebaliknya de-
ngan alat pembuktian yang lain
(Sudikane  Mertokusumo, 1988
97).

Lebih lanjut dinyatakan oleh
Boedi Harsono, dalam pendaftar-
an tanah yang menggunakan sis-
tem publikasi negatif, Negara se-
baga1 pendaftar tidak menjamin
bahwa orang yang terdaftar seba-
gai pemegang hak benar-benar
orang yang berhak karena menu-
rut sistem ini bukan pendaftaran
telapi sahnya perbuatan hukum
yang dilakukan yang menentukan



berpinduhnya hak kepada pembe-
li. Pendaftaran tidak membikin
orang vang memperofeh tanah da-
ri pihuk yang udak berhak, men-
Jadi pemegang haknya yang baru
{Boedi Harsono, 2003; 8| - §2}.

Scpendapat dengan Sudikno
Mertokusumo dan Boedi Harsono,
Anc 5. Hulagalung menyatakan
bahwa dalam  sistem  publikasi
negatif in1, Negara hanya sccara
pasif menerima apa yang dinyata-
kan oich pihak yang minta pen-
daftaran, Karena itu dia sewaktu-
wakte diapat digugat oleh orang
yang merasa lebak berhak atas ta-
nah iw. Pihak yang mempercleh
tanah dari orang vang sudah rer-
daftar pun tidak dijamin, walau-
pun dia memperoleh ranah itu de-
ngan itikad baik {Arie S. Huta-
galung, 2005 86-87).

Dalam sistern publikasi nega-
tf, jaminan perlindungan hukum
yang diberikan kepada pihak keti-
ga tidak bersifat mutlak seperti
pada sistemn publikasi positf. Pi-
hak ketiga masih selalu  harus
berhati-hati dan tidak boleh mut-
lak percaya pada apa yang tercan-
tum dalam buku pendaftaran ta-
nah atau sural tanda bukti hak
vang dikeluarkannya (Effendi Pe-
rangin, 1989 92,

Dalam sistem publikasi nega-
tf me berlaku asas nemo plus ju-
ris. artinya orang tidak  dapat
menyerahkan atau memindahkan
hak melebihi apa yang dia sendiri

SERTIFIKAT SERAGA!
FANDA BUKTI HAK ATAY TANAH

punyad (Boedi Harsono, 2003
82). Seseorang yang tidak berhak
atus bidang tanah tertentu dengan
sendinmya lidak dapat melakukan
suatu perbuatan hukum mendaf-
turkan  tanah  tersebut,  apalagi
mengalibkannya kepada pihak la-
in {Sumardji. 2001: 973, Asas ne-
me plus furis ini dalam rangka
memberikan perhindungan hukurn
kepada pemilik tanah yang sche-
narnya. yang tanahnya telah diser-
tipikitkan olch orang lain.

Ciri-cin sistem publikasi ne-
gauif dalam pendaftaran tanah a-
dalah:

1. Sistem pendaftaran tansh yang
digunakun adalah sistem pen-
daftaran ukta (registration of
deedyy.

2. Sertipikat yang diterbitkan se-
bagai tanda bukti hak yang
bersifat kuat, vaitu data fisik
dan data yurtdis yang tercan-
tum dalam sertipikat dianggap
benar sepanjang tidak dibukti-
kan sebuliknya oleh alut bukd
yang lain. Sertipikat bukan se-
hagai satu-satunya tanda bukti
hak.

3. Negara sebugai pendaftar 1i-
dak menjamin  bahwa  data
fisik dun data yuridis dalum
pendafturan tunah adalah be-
nar.

4. Dalam sistem publikasi meng-
gunakan lembaga kadaluwarsa
laeghisitiove  verfaring  arau
dedverse possesion).
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5 Pihak lain yang dirugikan atas
diterbitkannya sertipikat dapat
mengajukan keberatan kepada
penyelenggara pendafiaran ta-
nah untuk membatalkan seri-
pikat atau pun gugatan ke Pe-
ngadilan untuk meminta agar
sertipnkat  dinyatakan  tidak
sl

6. Petugas  pendaftaran  tanah
bersifat pasif, yaitu hanya me-
nerima apa yang dinyatakan
oleh pihak yang meminta pen-
daflaran tanah.

LIUPA tidak menyebutkan se-
cara tegas sistem publikasi vang
digunakan dalam pendaftaran ta-
nah. Dalam Pasal 19 Ayat {2) hu-
mif ¢ UUPA dinyatakan bahwa
salah satg kegiatan pendafiaran
tanab adalab diberikannya surar-
surat  tanda bukti  hak, vang
berlaku scbapal alat pembuktian
yang kuat (garis bawah dar pemu-
1is). Hak Milik, Hak Guna Usaha,
dan Huk Guna Bangunan, demiki-
art pula setiap peraliban, hapus-
nyi. dan pembebunannya dengan
hak-hak  lain harus didaftarkan.
Pendaftaran  tersebut  merupakan
aiat pernbuktian yang kuat (garis
bawah dari penulis).

Untok kali pertama sistem pu-
blikusi dalam pendaftaran tanah
disebutkan dalam Penjelasan U-
mum pada Huruf B PP No. 10
Tahun 1961, yaitu:

“Pembukpan sesuam hak dalam

Jiftar buku tanah  atas nama

seseorang  Odak mengakibatkan

G

hahwa orang vang sebenarnya
berhak atas tanah ite akan kehi-
langan haknya; orang tersebut
masih dapat menggugat hak dari
crang yang terdaftar dalam buko
tanah sebagal orang yang berhak
(Pasal 19 ayat {2) Undang-
undang Pokok Agraria). Jadi cara
pendaftaran  hak  yang  diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini
daklah _positif, letapi negatif
{garis bawah dari penulis}”.
Sisterm publikasi dalam pen-
daftaran tanah ditegaskan lagi da-
larn PP Mo. 24 Tahun 1997, yaitu:
a. Penjelasan Umum
..pendaftaran tanah diselengga-
rakan dalam rangka memberikan
jaminan  kepastian hukum i
bidang pertanahan dan bahwa
sistem publikasinya adalah  sis-
tem negatif, tetapi yang mengan-
dung unsur posiuf (garis bawah
dan penulis), karena akan meng-
hasilkan surat-surat tanda buki
hak vang berlakn sebagai alat
pembuktian yang kuat, sepert
yvang dinyatakan dalam Pasal 19
ayat (2) hurof ¢, Pasal 23 avat
{21, Pasal 32 ayat (2). dan Pasal
38 ayat (2} UUTPA.
b. Penjelasan Pasal 32 Avat (2)
menyatakan:
Pendaftaran tanah yang penve-
lenggaraannya diperintahkan o-
leh UUPA tidak menggunakan
sistern publikasi positif (garis da-
ri bawak penulis), yang Kebenat-
an data yapg disgjikan dijamin
oleh Negara, melainkan menggu-
nitkan sistem negatf (garis dan
bawah penulis), Di dalum sistem
publikasi negatif, Negara tidak




menjamin kebenaran data yang
disajikan. Tetapr, walavpun de-
mikian tidaklsh dimaksudkan un-
lk_menggunakan_sistern publi-
kasi negatil secara muwmi (garis
hawah penulis).

Sistem publikasi dalam pen-
daftaran tanah yang diznut oleh
UUPA bukanlah sistem publikasi
negatif yang mumi, Arie §. Huta-
gulung menyatakan bahwa [JUPA
menggunakan  sistcm camputan,
yaitu pada dasarnya sistem negatif
tetipn diberi karakienstik positif.
Hal ini dapat dilihat dari keten-
lwan Pasal 19 Ayat (2} yang me-
nyebutkan bahwa “Pendaftaran ta-
nah  meliputi pemberian  surat-
surat landa bukti hak, yang ber-
[aku sebugai atal pembuktian yang
kuat™, Dengan  dipergunakannya
perkaraan “kuat” untuk menyata-
kun dan menjelaskan  kekuatan
alat bukti yang dihasilkan oleh ke-
giatan pendaftaran tangh, dapat di-
simputkan bahwa sistem publikasi
dalam pendaftaran ranah yang di-
gunakan bukan sistem positif, ka-
rend kaluu yang dipergunakan sis-
tern positil, maka alat bukti yang
dihstlkan akan diberi sifat “mut-
lak”, sebatiknya dengan menyata-
kan alat bukti tersebut sebagai alay
bukti yung “kuat™, sistem negutif
yang dipergunukan bukanluh sis-
tem negatif yang murni. Hal ini
Juga terbukti dengun disebutnya
secara tegas dalam Ayat (1) Pasal
19 bahwa pendafiaran tansh

SERTIFIRAT SEBAGAT
TANDA BUKTI HAK ATAS TANAH

diselenggarakan oleh Pemerintah
“untuk menjamin kepastian  hu-
kum” {Anc 5 Hutaglung, 2005
85).

Boedi Harsono  menyatakan
bahwa sistemn publikasi  datam
pendaftaran 1anah yang diguna-
kan adalah sistem negatif yang
mengandung unsur positif, karena
akun  menghasiikan  surat-surat
lunda bukti hak yang berluku
scbagai alat pembuktian yang ku-
at, seperti dinyatakan dalam Pasal
19 Ayat (2) huruf ¢, Pasal 23 Ayat
{2}, Pasal 32 Avyat (2). dan Pasal
38 Ayat (2) UUPA. Sisiem publi-
Kasi yang negatif murni tidak akan
menggunakan sislem pendaltaran
hak, dan juga tdak akan ada per-
nyataan seperli dalam pasal-pasal
UUPA terschut. bahwa sertipikat
merupakan alat bukti yang kuat
{Boedi Harsono, 2003 480,

Sistemn publikasi negatif yung
tidak murni divraikan dalam Pen-
Jelasan Pasal 32 Ayat (2) PP No.
24 Tahun 1997, yaitu:

“Pendattaran tanah yang penve-

lengpuraunnya diperintahkan o-

ek UL'PA tidak menggunakan

sistem publikasi positf, yang ke-

Benaran data vang disajikan di-

jumin oleh Nepgara, melainkan

menggunakan sistem publikasi
negatef [ dalam sistem publika-
sI negatit. negara tidak menjamin
kebenarun data yang disajikan.

Fetap walanpun demikian tiduk-

lah dimaksudkan vntuk menggu-

nakan sesterm publikast negatif
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secara rmuarni. Hal tersebur tam-

pak dari permyataan dalam Pasal

9 Ayat (2) huuf ¢ UUPA, bah-

wil surat tanda bukti hak yang

diterbitkan berlaku sebagai alal
hukty yang kua dan dalam Pasal

23, Pasal A7 dan Pasal 38 UUEA

bahwa penduftaran berbagai pe-

ristiwa hukum merupakan  alat
pembuktian vang kuat™,

Bukti sistem publikasi dalam
pendaftaran tanah yang dianut o-
leh UUPA adadah sistemn publikasi
negatif yang mengandung unsur
positif. dapat dijelaskan sebagai
herikut:

4. Pendaftaran tanah menghasil-
kan surat tanda bukt hak yang
berlaku sebagai alat pembuk-
tlan yang kuat, bukan sebagai
atut pembuktian yang mutlak.
Kata “kuat™ disini merupakan
ciry sistemn publikasi neganf.

b, Sistem pendaftaran menggu-
nakan sistemn pendaftaran hak
(repistration af titles), bukan
sistem pendaftaran akta (regis-
tration of deeds). Sistermn pen-
duftoran hak (registration of
firfes) merupakan cin sistem
publikasi positif.

¢. Negura hdak menjamin kebe-
naran data fisik dan data vun-
dix vangz tercantum dalam ser-
upikat. Hial ini merupakan ciri
sistern publikasi negatif,

d. Pctugas pendaftaran tanah ber-
sifat aktf meneliti kebenaran
data fisik dan data yoridis. Hal

M merupakan eiri sistem pu-

blikasi positif.

e. Tujuan pendafiaran tanah ada-
lah untuk memberikan jamin-
an kepastian hukum. Hal int
merupakan ciri sistem publi-
kasi positif,

f. Pihak lain yang dirugikan atas
diterbitkannya sertipikat dapat
mengajukan kKeberatan kepada
penyelenggara pendaftaran ta-
nah untuk membatalkan serti-
pikat atan mengajukan gugal-
an ke Pengadilan agar sertipi-
kal dinyatakan tidak sah. Hal
ini merupakan sistem publika-
si negatif.

Walaupun UUPA secara tersu-
rat tidak menyebutkan sistemn pu-
blikasinya apa, namun dalam sub-
stansinya dapat disimpulkan bah-
wa sistem publikasi dalam pen-
daftaran tanah vyang dianuinya
adalah sistern publikasi negatif
yang mengandung unsur positif,

. SIFAT PEMBUKTIAN SERTI-

PIKAT SEBAGAI

BUKTI HAK
Ada 2 (dua) macam sifat pem-

huktian sertipikat sebagai tanda

bukti hak, yaitu:

1. Serhipikai sebagai tanda bukti
hak vang bersifat kuat.

2. Sertipikat sebaga tanda bukti
hak yang bersifat mutlak.
Pasal 19 Ayal (2) huruf ¢, Pa-

sal 23, Pasal 32, dan Pasal 38

UUPA secara tegas menetapkan

TANDA



bahwa produk kepiatan pendaftar-
an tanah unluk pertama Kalinya
menghasilkan surat tanda bukti
hak yang bersifac koat, UUPA
ndak memberikan penjelasan le-
bih lanjut apus yang dimaksud de-
ngan sural-surat landa buku hak,
ving berlaku sebagai alat pem-
buktian yang kuat.

Surat tanda bukti bak yang
berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat sebagaimana discbut-
kan dalam Pasal 19 Avat (2) huruf
¢ UUPA dijabarkan dalam Pasal
32 Avuat (1) PP No. 24 Tzhun
1997, bahwa:

“Sertipikat merupakan sural tan-
da bukii hak yang berluku seba-
gar alat pembukuan yang kuat
mengenal data fisik dan data yu-
ridis yang termuat di dalamnya.
sepanjung data fisik dar data
yuridis lersebut sesuasi dengan
duta yang ada dalam surat ukur
dan buku tanah yang bersang-
kutan™

Dalam rangka memberikan ja-
minan kepastian hukum kepada
pemegang hak atas tanah dan agar
dergan mudah dapat membukii-
kan ditinya sebaga pemegang hak
yang bersangkutan, maka dalam
Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) PP
MNo. 24 Tahun 1997 diberikan pen-
jelasan resmi mengenai ani alat
pembuktian yang koat, bahwa ser-
ltpikat merupakan tanda bukti hak
yang kual, dulam arli seluma tidak
dapat dibuktikan sebaliknya data
fisik dan data yurldis yang tercan-

SERTIFIKAT SEBAGA]
TANDA BT HAK ATAS TANAH

twm di dalamnys haras dilerima
schagai data vang benar. Sudah
barang tenty datz {isik dan data
yuridis yang tercantum dalam ser-
tpikat harbs sesuai dengan data
yang tercantum dalam buku tanah
dun surat ukur yang bersangkutan,
karena data itw diambal dari buko
tanah dan surat ukur tersebut.
Sehubungun dengan serhipikal
sebagal tunda bukti yang kuoat,
Bocedi Harsono menyatakan bah-
wa scfama ndak dapat dibuktikan
sebalikntva, data fisik dan data yu-
richs yang tercantum di dalamnya
harus diterima sebagai data yang
benar, baik dalam melakukan per-
buatan hukum sehari-har maupun
dalum berperkars di Pengadilan,
Sudah barang tentu data fisik dan
data yuridis yang tercantum dalam
sertipikat harus sesuai dengan da-
ta yang tercanturn dalam sura u-
kur dan buku tanah yang bersang-
kutan. karena dara tu diambil dani
sural wkur dan bukp tanah lersebut
{ Boedi Huwsong, 2003 4803,
Sertipikat sebugi tanda bukii
huk wyang bersifat koat mengan-
dung pengertiun bahwa data fisik
dan data yuridis yang dimoat da-
lam serttpikat mempunyai kekuat-
an bukti dan harus diterima seba-
gai keterangan vang benar, selama
tidak dibukukan sebaliknya de-
ngan alat bukie yang lain, vang be-
rupa sertipikat atgu sclain serti-
pikat {petok pajak bumi), Dalam
hal ini, Pengadilanlah yvang akan
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memurdskan alat bukti mana yang
henar. Kalaw ternyvata bahwa data
fisik dan atau data yuridis yang
dimuat dalam sertipikat tidak be-
nar, maka akan diadakan pembe-
tutan sebagaimana mestinya,

Dalam sistem publikasi nega-
[if, pihak vang dirugikan dapat
mengajukan gugatan ke Pengadil-
an dengan membawa alat bukti
lain vang berupae serfipikat atay
sefaim sertipikat (petok pajak bu-
mti Pengadilan ying akan memu-
ruskan alat bukti mana yang be-
nar. Apabila di kemudian han ter-
nyata data fisik dan atau data yuri-
dis yang dimuat dalam senipikat
tidak benar, atas dasar putusan ha-
kim yang sudah berkuatan hukum
tetap, sertipikar tersebut diadakan
pembelulan  seperiunya. Dengan
deamkian, sertipikat bukanlah me-
rupitkan  satu-satunya alat  bukti
hak atas tanah.

Meskipun sertifikat telah dj-
terbitkan, pemegang hak atas a-
nah dengan mudah dapat mem-
buktikan hak atas tanah yang di-
kuasainya, namun berdasarkan ke-
tertuan Pasal 32 Ayat (13 P P No.
24 Tubun 997 tidak ada jaminan
huagi pemegang hak atas tanah un-
uk tdak mendaparkan gugatan
dari pihak lain yang merasa diru-
gikan atas diterbitkannya serlipi-
kat tersebul. Demikian pula Badan
Pertanshan Nasional (BPN) Lidak
menjamin kebenaran data  fisik
dun data yuridis yang dimuat da-
fam sertipikat.

Tujuan pendaftaran tanah sc-
bagaimana ditetapkan dalam Pasal
3 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997,
tidak hanya memberikan jaminan
kepastian  hukum.  tetapi  juga
memberikan perlindungan hukum
kepada pemegang haknya.

Atas dasar kelentuan Pasal 32
Ayal {1} PP No. 24 Tahun 1997,
telah terwujud jaminan kepastian
hukum terhadap hak atas tanah,
namun belum memberikan perlin-
dungan hukum kepada pemegang
hak atas tanah, karena sewaktu-
waktu dapat digugat oleh pihak
lain yang merasa dirugikan atas
diterbitkannya sertipikat hak atas
tanah tersebut. Pemnegang hak atas
lanah belum mendapatkan rasa
aman meskipun telah memiliki
sertipikat  dikarenakan sewakiu-
wakiu akan mendapatkan gugatan
dari pihak lain atas diterbitkannva
sertipikat hak atas tanah.

Guna memberikan perlindung-
an hukum bagi pemegang hak atas
tanah yang sertipikainya telah di-
terbitkan dari gugatan atau kebe-
ratan dari pihak lain. maka dite-
tapkantah Pasal 32 Avat (2) PP
No. 24 Tahun 1997, bahwa:

“Dalam hal atas suatu bidang

tanah sudah diterbitkan senipikat

secara sah atas nams orang atau
badan hokum yang memperoleh
tanah tersebut dengan itkad buik
dan secara nyala menguasainya,
maka pihak lain vang merasa
mempunyai hak atas tanah itu -
dak dapat lagi menuntut pelaksa-



naan hak terschud, apabila dulam
waktu 5 {lima) tahun sepak dier-
Bitkinnya sertipikat it tidak one-
ngdjukan keberatan secara lenu-
lis kepada pemegang screipikat
din Kepala Kander Pertanahaen
vang Persangkutan atue pun tidak
mengajukan gugatan ke Penga-
didun mengena penguasaan tandh
atau penerbitan sertipikal erse-
but™.

Dalam  Penjelasan Pasal 32
Aval 12y PP No. 24 Tahun [997
dinvatakan bahwa:

“Retentaan ini Beruguan, pada
satu prhak untuk tetap berpegang
puda sistem pubiikas: negaif dan
puda lain pihak untuk secara se-
imbang  memberikan  kepastian
hukum kepada pihak yang de-
ngan itikad batk menguasai schbi-
dang tanah dan didafiar sebagai
pemegang hak dalam bukt tanah,
dengan sertipikat schagin tanda
buktmya, yang menurut UTUPA
herlaku scbagai atut pembuktian
ving kuit.

Kelomahan sistern publikasi ne-

gatif adalah bahwa pihak yang

namanys fervunium sebagai pe-
mepang hak dalam buku tanah
dan sertipekat selaju menghadap
kemungkinan gugatan dari pihak
lain yump merasa mempunyai
tanah it Umnuemnya kelemahan
terscbut di atasi denpan mengyu-
nukin lembign acguisiiele ver-

Jaring ataw adverse possesion,

Flukuim tanah kita yany memaka

dusar hukom adat tiduk mcnge-

nzlnva. Telupi dalam hukum adat
terdapau lenbaga vang  dupat

SERTIFIKAT SERACGAS
FANDA BUKTT AR ATAS TANAH

digunakan unk mengatusi kele-
mahun sistermn publikasi negatif
dalivn pendaltaran tanah, yaitu
lemhiga rechesverwerking, Da-
lami hukum acdar ki sescorang
selami schan wikin membtar-
kan tunahinya mdnk dikerjakam,
kenmdian tanah it dikerjakan
cwang lam yang memperolehnya
dengan atikad baik, maka hilang-
b haknva  umuk  menuntot
kernbali Ginab tersebur, Keten-
twan ini i dablm UUPA vang
menyvitakan hapusnya hak  atas
tanah harena diterluntarkan (Pa-
sul 27, Pusal 34, dan Pasal 30
LUPAE adalah sesua dengan
lembaga ini™
Berkenaan dengan sifat pem-
buktian scrtipikat sebagai tanda
bukt hak sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 32 Avat (2) PP No.
24 Tahun 1997, Maria 5.W. Su-
mardjono menyatakan bahwa apa-
bily selama 5 (lima) tahun peme-
gang hak atus tanah semula lala
untuk mengrunakan tanabnya se-
siad dengan sifat dan wjuan hak-
nvil. serti membiarkan hak atas
tanahnya dikwasal dun didaftarkan
olch pihak lain yang beritikad bu-
1k dan 1a fidak mengajukan gugat-
an ke pengadilun, berarti yang
bersangkutan  menelantarkan  ta-
fahnya  dan kehilangan  haknya
untuk mengeugal. Konsepsi ini
didasarkan pada lembaga rechis-
verwerking  vang dikenal dalam
Hukum Adat {Maria 8. W. Sumar-
thoe, 2005 203
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Arc S, Hutagalung membe-
rikan pengertian tentang rechis-
verwerking. yaitu: “di dalam hu-
kurn adat ada lembaga yang na-
manya “kehilangan hak untuk
mepuntut” atau  “rechtsverwerk-
g, vane intinya adalah apabila
SONCOTang mempunyai tanah, te-
tupi sclama jangka waktu tertentu
membtarkan tanahnya tidak ter-
urus, dan tanah it dipergunakan
pleh orang lain dengan itkad ba-
ik, dia tiduk dapat lagi menuntut
pengembalian tanah tersebul dari
orang lain tadi. Lembaga tersebut
addalah sesual dengan prinsip yang
dianut oleh Hukum Adat bahwa
tanah merupakan milik bersama
masyurakatanggotanya, dan tidak
buleh sekedar dimiliki akan tetapi
ridak dipergunakan, sama halnya
dengan  larangan  menelantarkan
tanah dalam Hukum Tanah Na-
sional™  (Ane 8. Hutagalung,
2005 89).

Lembaga rechtsverwerking a-
tau menelantarkan tanah diawr
dalam Pasal 27 UUPA untuk Hak
Milik. Pasai 34 UUPA untuk Hak
Guna Usaha, dan Pasal 40 UUPA
untuk Hak Guna Bangupan. Ha-
pusnya Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai
karena diterlantarkan juga diatur
dalam PP No. 40 Tahun 1996 ten-
tang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakal Atas
Tanah, vaitu Pasal 17 untuk Hak
Guna Usaha, Pasal 35 untuk Hak
Guna Bangunan, dan Pasal 53

untuk Hak Pakai. Secara khusus
ketentuan tentang penelantaran tu
nah diatur dalam Peraturan Pemne
rintah Nomer 36 Tahun 1998 ten
tang Penertiban dan Pendayagu
naan Tanah Terlantar.

Konsep rechtsverwerking di
perkenalkan oleh Pasal 32 Aya
(21 PP No. 24 Tahun 1997 dengat
tujuan memberikan kepastian hu
kumn kepada dua pibak, yaitu:

1. Bagi pemilik sertipikat, kalu
sudah lewat 3 {lima) tahu
sejak diterbitkan oleh Kanto
Pertanahan  Kabupaten/Kot
tidak ada vyang mengajuka
gugatan, maka ia terbebas dar
gangguan pihak lain yang me
rasa sebagai pemilik tanah ier
sebul.

2. Bagi pemilik tanah yang sebe
narnya, ia wajib menguasai t:
nah secara nyata dan menda
tarkan tanahnya ke Kantc
Pertanahan  Kabupaten/Kot
seternpal agar terhindar da
kemungkinan tanahnya didas
tarkan atas nama orang lain.
Berdasarkan ketentuan Pas:

32 Ayat (2) PP No. 24 Tahu

1997, seripikat sebagai tand

bukti hak yang berlakn alat pem

buktian yang mutlak dipercleh pe

megang hak atas tanah apabila d

penuhi unsur-unsur secara kumi

latif, yaitu:

1. Sertipikat hak afas tanah at;
nama sesecrang atau  bads
hukum tersebut diterbitkan s
cata sah.
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Pengertian sernipikat hak a-
las tanah adalah sertipikat hak
atws tanah  yang  diterbitkan
oteh Kantor Pertanahan Kabu-
paten/Kota.

Pungoertian atas nama sese-
orang utat hadan hukum ada-
lab sertipikat yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Kabu-
paten/Kota atas nama orang,
badan  hukum  pubhk.,  aau
badan hukum privar,

Pengeruan sentipikat diter-
bitkan secara sah adslah bukn
serlipikatnya asli, prosedur pe-
nerbitan sertipikat hak  atas
tanah sesuai dengan PP No. 24
Tahun 1997 jo. Permen Agra-
riafKepala BPN No. 3 Tahun
1997
Hak wtas tanah diperoleh de-
ngan ihkad baik,

Dalam  prinsip umum. iti-
kad bajk itu ada pada tiap
orang, sedangkan ttikad buruk
harus dibuktikan, Jadi beban
pembuklian ada di pihak yang
merasa mempunyai hak atas
tanah terschut. Yang dimak-
sud dengan itikad baik di da-
lam Hukum Adat, misalnya
apabila jual beli wnah ditaku-
kan secara terang dun tunas
serll memenuhi syarat-syarat
materiil diadakannya jual beli
wrseit, Dalam perkembang-
an masyarakat madani seka-
rang ini, baik seorang calon
pembeli maupun calon kredi-

SERTIFIKAT SERAGAI
TANDIA RUKTTHAK ATAS TANAH

tor dapat dikatakan benitikad
baik apabila sebelum membeli
wnaby stau menggunakan la-
nuh schagal jaminan hutang,
menedin dabulu keabsahan da-
11 penitlikan tansh  tersebut.
Dalam hal i peranan darn
seorang Pejabat Pembuar Akt
Tanah (PPAT) sebagai “pem-
banlu™ penyelenggaraan pen-
daftaran tanab menjadi sangad
penting ¢Arie 8. Huotagalung:
2005, By,
Hak atas 1anah dikoasai secura
L

Huk atas tanah secara fisik
nyata dikuasa dan diperguna-
kan oleh pemegang hak atas
tanahnya sendiri, atae diguna-
kan olch orang lain atao badan
nukum vang mendapat perse-
tjuan Jdurn pemegang hak atas
lenah vang bersangkutan,
Dalamy wukiu 5 (lima} tahun
sepuk dinerbitkan sertipikat hak
atas tnah tidak ada yang me-
ngajukan keberatan secara ter-
tlis kepada pemilik sertipikat
dan Kepala Kuntor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat atau
pun tidak ada yang mengaju-
Kan gugatan kepuda  Penga-
dilan  mengenai  penguasaan
atau penerbitan sertipikat.

Daliam wakw 35 (itma) ta-

hun sejak diterbitkan
sertipikat hak atas tanah oleh
Kantor Pertanahan
Kabupalen/Kota  tidak  ada
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pihak luin yang mengajukan

keberatan  secara  tertulis

kepada pemilik sertipikat dan

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota se-termpat

uatuk  meminta  pemba-talan

sertipikat, atan  pun  tidak
mengajukan gugatan kepada

Pengadilan mengenai pengui-

saan tanah ataw penerbitan pe-

nerbitan sertipikat.

Dalarm wakiu 5 (lima) 12-
hun sejak diterbitkan sertipi-
kat hak atas tanah oleh Kantor
Pertunahan  Kabupaien/Kota,
muna pemegang hak atas ta-
nah yang tevcantum dalam ser-
tipikat udak dapat diganggu
gugat dan sertipikat sebagai
tanda bukti hak memupakan
alat bukti yang mutlak, Pihak
lain yang tmerasa mempunyal
hak atas tanah tidak dapat
menuntut haknya lagi.

Apubila unsur-unsur tersebut
(i atas dipenuhi secara kumulatif
pleh pemilik sertipikat, maka pi-
hak luin yang merasa mempunyal
hak wtas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut  petaksanaan hak atas
Lanahnyi.

Ketentwan Pasal 32 Avat (2)
PP No. 24 Tahun 1997 ditetapkan
dalam rangka untuk menutupi ke-
lemahan penerapan sistem publi-
kasi negatif dalam pendaftaran
tanah dan mengarah pada pene-
rapan sistem publikasi positif.

Dilam  sistem publikast po-
sitif, data fisik dan data yuridis

@ o

yang dimuat dalam buku tanah
dan sertipikat vang diterbitkan
merupakan tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian
yang mutlak, artinya pihak keliga
yarg bertindak atas bukti-buku
tersebut di atas, mendapat perlin-
dungan hukum mutlak, biarpun di
kermudian hari ternyata data fisik
dan data yuridis yang dimuat di
dalam sertipikat tidak benar. Bagi
mereka yang dirugikan atas diter-
bitkannya sertipikat akan men-
dapat kompensasi dalam bentuk
yang lain.

Dalam pendaftaran tanab yang
menggunakan sistem  publikasi
positif, orang yang namanya ter-
cantum dalam  sertipikat tidak
dapat diganggu gugal lagi haknya.
Dalam sistem publikast positif,
negara sebagai pendaftar men-
jamin bahwa pendaftaran tanah
yang dilakukan adalah benar.

Berdasarkan Ketentuan Pasal
32 Ayat (2} PP No. 24 Tahun
1997, data fisik dan data yuridis
yang dimuat dalam sertipikat hak
atas tanah tidak dapat diganggu
gugat. Sertipikat hak atas tanah
sebagai tanda bukti hak, berlaku
sebagai alat pembuktian mutlak.

Makna perbaikan yang dila-
kukan oleh PP No. 24 Tahun 1997
terhadap sistemn publikasi negatif
yang dianut oleh UUPA, adatah
ketika sertipikat hak atas tanah
diterbitkan atas nama seseorang
secara sah, ketika itu huk untuk
menyangkal/menggugat bagi pe-



YL

milik tanih sebenarnva etap dibe-
rikan, hingga menjelang scrtiprkal
herumur 5 tahun. Terapr begitu 8
tiuhun gt lehih vdak mengzuni-
kan haknya, maka sugurlah hak
pugatnyva, dan  seripikat akan
mempunyal kekuatun bukty yang
tdak dapat diganggu gupst dun
Bersifat mutdak {Sumard)i, 20601
100

Ketentuan Pasal 32 Avat ()
FP No. 24 Tahun 1997 vang me-
ngatur tentang perlindungan hu-
kum yang muilak kepada pemilik
sertipikat hak atas tanah dan me-
nzatur pula tentang helangnya hak
seseorang atas tanahnya vang te-
lab disertipikatkan ofch orang lun
mempunyal problem yoridis, yasto
Pusal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tu-
hun 1997 yang mengawr hilung-
n¥a hak seseorang atas tanah tidak
cukup diatur dalam bentuk TP
scharusnya diatur dalam bentuk
Undang-undang. Dengun demiki-
an, produk hukomnya harus dalam
bemuk  peraturan  perundangan-
undangan yang mendapatkan per-
setujan dan rakyat melalui De-
wan  Perwakilan Rukyat (DPR3,
vaitu berupa Undang-ondang,

PEMBATALAN SERTIPIKAT
MELALUI GUGATAN KE
PENGAIMLAN TATA LSAHA
NEGARA

Waloupun sertipikat hak aras
tanuh yang diterbitkan oleh Kan-

SEREIRAT SERAGAS
AN BURTT AN ATAY TANAN

tar - Pertanahan Kubupoien/Kota
telult berusta lelah dan 5 (Hma)
tuhun ridak berartl hak menggu-
sutnvy htang bag orang vang
meris dirapikan ans diterbitkan
mya sertipikat hak atas tanah wr-
schut, Hok menggosal ke Penga-
dilun Tuta Usahse Negara (PTUN)
hilung. apahila a0 welah menge-

tahur  lebah ddari 90 (sembitan
pulubsy hari bahwa Jdi atas tanah-
nyi kel ditertntkan  sertiptkat

huk atias tunah atas nama orang
lam sedangkan b tidak pernah
mengalthkan hak  atas tnahnya
kepada orang ain,

Apubily  unsur-unsur - dalam
Pasal 32 Ayl (23 PP No. 24 Ta-
hun 1997 terpenuhi secara kumu-
Latif untuk erhitnya sertipikar, hak
mengsupat bigl orang yang meri-
st dirugikan atas diterbitkunnya
sertipikat tersebut tidak  menjuadi
hilung, Hal mi dapat dikaji mela-
lwi penvetesatan sengketa melalui
Julwr litgase tpengadilan) terhadap
terbilnya sertipikat. Meskipun un-
sir dalam Pasal 32 Aya (2) PP
Noo 24 Tahun 1997 terpenuhi, ma-
ki orang yvang merasa dirugikan
by diterbitkunnya sertipikat oleh
Kantor  Pertanahan Kabupaten/

- Kora masih dupat mengajukan gu-

catan ke PTLTN,

Keberindaan sertipikat schagat
Keputusan - Tata Usaha Negara
(KTUN] menjudt obyek sengketa
Tara L'salti Negara, Sengketa Tata
Usaha Negara menurut Pasal
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angka 4 Undang-undang Nomer 5
Tahun 1986 rentang Peradilan
Tatia Usaha Megara, adatah seng-
keta yang ambul dalam  bidang
Tata tisaha Negara antara orang
utau badan hukum perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata ilsaha
Negara, baik di pusat maupun di
daerah, schagar akibat dikeluar-
kanaya Keputusan Tata Usaha
Nepara, termasuk sengketa kepe-
gawaian  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan yang berla-
ku.

Sertipikat bak atas tanah me-
menuhi unsur-unsur sebagai Ke-
putusan Tata Usaha Negara. Ke-
putusan Tata Usaha Negara menu-
rut Pasal | angka 3 UL No. 3 Ta-
hun 1986 adalah suatu penetapan
tertulis vang dikeluarkan oleh Ba-
dan  atau  Pejabat Tata  Usaha
Negara yang berisi tindakan Hu-
kum Tata Usaha Negara yang ber-
dusarkan  peraturan  perundang-
undangate yang berlaku, vang ber-
sifat konkret. individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum
perdata

Orang yang merasa dirugikan
atas diterhitkannya sertipikat hak
atas tanah oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kia dapat mengaju-
kan zugatan ke PTUN dalam wak-
w yang ditentukan oleh Pasal 55
U No. 5 Tahun 1936, yaitu: “gu-
gatan dapat digjukan hanya dalam
tenggang waktu  sembilanpuluh
hart terhitzng sejuk saat diterima-

-

nya atau diumumkannya Keputus-
an Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara®.

Berdasarkan ketentuan Pasal
55 UU No. 5 Tahun 1986, orang
yang merasa dirugikan atas diter-
bitkannya sertipikat hak atas tanah
oleh Kantor Pertanahan Kabupa-
ten/Kota dapat mengajukan gugat-
an ke PTUN sclambat-lambatnya
dalam wakt 20 {sembilanpuluh)
hari sejak ia mengetahui bahwa di
atas tamahnya telah diterbitkan
sertipikat hak atas tanah atas nama
erang lain. Apabila telah lewat 90
{sembilanpuluh} hari sejak ia me-
ngetahui di atas tanahnya telah di-
terbitkan sertipikat hak atas tanah
atas nama orang lain, maka hak
gugatnya ke PTUN hilang. De-
ngan demikian, orang yang mera-
sa dirugikan atas diterbitkan serti-
pikat hak atas tanah oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota sudah
tidak dapat menggugat pembatal-
an sertipikat atau menyatakan ser-
tipikat tidak sah penerbitannya ke
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 33 Avat {1}
UU MNo. 5 Tahun 1986 menyata-
kan bahwa “seseorang atan badan
hukum perdata yang merasa Ke-
pentingannya dirugikan oleh suatu
Kepulusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwe-
nang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau



tatipad diserta luntutan ganti rag

danfataw rehabilitasi™,

Atas dasar ketentuan Pasal 33
Ayat (1) tersebul, seseorang yang
merasi dirugikan atas diterbitkan-
nva serfipikal hak atas tanabnya
atus nama corang Lain dopat me-
noajukan gogatan tertolis kepada
Pengadilan Tata U'saba Negara
selempat  dengan  tuntulan agar
sertipikat hak  atas  tanah  yang
diterbitkan ofeh Kantor Pertanah-
an  Kabupaten/Kota tersebut  di-
nyatakap  batal atau Udak  sah.
dengan ataw tanpa disecta wntut-
in Zanti rugl.

Alasan yung dapat digunakan
dudam gugaan untuk pembatalan
atall menyatakan tidak sah ser-
Upikat hak atas tnah yang diter-
tkan  oleh Kantor Pertanahan
Kubupaten/Kota adaluh:

a. Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat itu bertentangan
depgan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b, Keputusan Tata Usaha Negara
yang digugat itu hertentangan
dengan asas-25a% umum peme-
rintahan yang hak.

VII. PENUTUP

Sifat pembukiian sertipikat se-
hagai wanda buku hak bersifat ku-
ut, seluma tidak dibuktikan sebha-
liknya dengan alat bukti vang lain,
yang berupa sertipikat atau selain
sertipekat (Pewk Pajuk Bumiy.

SERTIRAT SERAGAL
FANDA BOUKTT HAR ATAS Tanall

S1fut pembuktian sertipikat sc.
barar tanda bukti hak hersifut
mutlak ., apabila memenuhi unsur-
unsur vang bersitat kumuolanf, ya-
i =eriipihat diterbitkan secuara
it tanah diperolel dengan inkad
bk, tanah dikoasar secara nyata,
dan dalagm wakiwe 5 ima) tahon
sejub sertipibat diterbatkan tidak
ada vang mengappkan keberatan
ke Badan Pertanohan KNuasional a-
tau muengaukan gugalan ke Pe-
ngadilan,

Pihak wang merasa dirugikan
atus diterbitkannyva sertipikat da-
pul mengdukan gugatan ke FTUN
dengun  gagaan  agar sertipikal
tersehut  dinyatakan  batal  ataw
tidak sah, Gugatan tersebut dupin
diajukan sclambat-lumbatnya da-
lam  wakin 90 sembilanpuluh)
harl sejak 1o mengetahui bahwa d
atas  tanshnya telah  diterbitkan
sertipikat hak atas tanah atas nama
orang lain.
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